
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tent.ang 
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu mengatur 
sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran 
retribusi; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Semarang dan diterbitkannya produk hukum Daerah 
yang berkaitan dengan kebersihan maka Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus di Kota Semarang 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi 
Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus di Kota 
Semarang, perlu ditinjau kembali; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA SEMARANG, 

Menimbang 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRTBUSl PELAYANAN 
PERSAMPAHAN/KEBERSlHAN DAN RETRIBUSl PENYEDlAAN DAN/ ATAU 

PENYEDOTAN KAKUS Dl KOTA SEMARANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR ; TAHUN 01?, 

WALIKOTA SEMARANG 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kora Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah lstirnewa Jogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851 ): 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Vndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
rnernbentuk Peraturan Walikota Semarang tentang 
Petunjuk Pclaksanaan Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus di Kola Semarang; 

Mengingat 



9. Peraturan Pemetintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat If Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah 
Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kot.a Madya Daerah Tingkat a 
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5347); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 
1 Seti E, Tambahan Lembaran Daerah Kot.a Semarang 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerab Kora Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Peru bahan atas Peraturan Daerah Kora Semarang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kata Semarang Tabun 
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 83); 



16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota 
Semarang (Lembaran Oaerah Kota Semarang Tahun 
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 69) sebagaimana telab diubab 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor l Tahun 2017 ten rang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di 
Kota Semarang (Lembaran Oaerah Kota Semarang 
Tahun 2017 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kora Semarang Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 
Daerah Kata Semarang Tahun 2012 Namor 6, 
Tarnbahan Lembaran Oacrah Kata Semarang 
Nomor 73); 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomar 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota 
Semarang (Lembaran Daerab Kota Semarang 
Tahun 2015 Nomor 1, Tambaban Lernbaran Daerah 
Kata Semarang Nomor 96); 

19. Pera tu ran Daerah Kota Semarang Nornor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerab Kota Semarang {Lembaran Daerab 
Kota Semarang Tahun 2016 Namor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kata Semarang Nomor 114); 

20. Peraturan Daerah Kata Semarang Nornor 3 
Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima {Lem baran Daerah Kata 
Semarang Tahun 2018 Nomar 3, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kota Semarang Nornor 125); 

21. Peraturan Walikata Semarang Nomor 37 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kata 
Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Sampah {Beri ta Daerah Kota Semarang Tahun 2015 
Nomor 37); 

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kata 
Semarang Nomor 1 Tahun 2015 centang Pengelolaan 
Li.mbah Tinja di Kota Semarang (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2016 Nomor 18); 

23. Peraturan Walikata Semarang Nomor 72 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kata Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2016 Nomor 72); 



BAB T 
KE'J'ENTUAN UMUM 

Pasal 1 
DaJam Peraturan Walikota ini yang dima.ksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerab yang memirrrpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pernberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Sadan. 

5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan unruk mela.kukan 
pembayaran retribusi, termasuk pernungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah 
pokok retribusi yang rerutang. 

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRO, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/aLau sanksi 
adrninistratif berupa bunga dan/atau denda. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN 
PERSAMPAHAN/KEBERSlHAN DAN RETRlBUSJ 
PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS DJ KOTA 
SEMARANG. 

Menetapkan 

24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2016 
ten tang Pembentukan Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Kebersihan Wilayab 1, Wilayah II 
Wilayah Ill, Wilayah JV Wilayah V Wilayah VI Wilayah 
Vll dan Wilayah vrrr Pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2016 Nomor 114); 



9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disingkat 
PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kata 
Semarang. 

10. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusa.n Pemerintahan di 
bidang lingkungan hidup di Daerah. 

11. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 
Pemerintahan di bidang keuangan Daerah. 

12. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai 
tempat jual beli umum dan secara Jangsung memperdagangkan barang 
dan / atau jasa. 

13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha 
yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana 
usaha bergerak mau pun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota. 
fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah 
dan / a tau swasta yang bersifat semen tara/ tidak menetap. 

14. Limbab Tinja adalah tinja manusia yang sudah bercampur dengan air 
sehingga konsistensinya atau kepadatannya menjadi lunak yang berada 
dalam septic tank dan/atau TPAL Komunal. 

15. Kakus/jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang 
dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut 
dengan manusia, hewan dan serangga. 

16. Instalasi pengolahan Jumpur tinja yang selanjutnya disingkat (IPLT) 
adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja 
yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga 
individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja. 

17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari man usia dan / atau proses 
alam yang berbentuk padat. 

18. Limbah bahan berbahaya clan beracun, yang selanjutnya disebut 
Limbah 83, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
mengandung 83. 

19. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah ternpat 
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan 
secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir yang 
selanjutnya disebut dengan U PTO TPA adalah UPTD TPA Daerah. 

21. Unit Pelaksana Teknis Dinas lnstalasi Pengelolaan Air Limbah yang 
selanjutnya disebut dengan UPTD PAL adalah UPTD PAL Daerah , 

22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tenrang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. 



BAB in 
TEMPAT PEMBAYARAN, BENTUl< DAN ISi SKRD ATAU DOKUMEN LAIN 

YANG DIPERSAMAKAN DAN PEMBAYARAN 
PasaJ 3 

(I) Ternpat pem bayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 
terdiri dari: 

a. Wajib Retribusi Rumah Tangga dapat melakukan pembayaran pada: 
1. Kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk PDAM bagi yang 

berlangganan PDAM; 
2. RT/RW /Kelurahan/Dinas bagi yang tidak berlangganan PDAM; 

a tau 
3. UPTD TPA bagi yang membuang langsung di TPA. 

b. Wajib Retribusi Niaga dapat melakukan pembayaran pada: 
1. Dinas; 
2. UPTD TPA bagi yang membuang Jangsung di TPA; atau 
3. Kantor perbankan atau badan usaha dengan cara online yang 

ditunjuk Walikota. 

c. Wajib Retribusi Niaga bagi Pasar dan PKL dapat melakukan 
pembayaran pada: 
1. Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang 

Perdagangan; atau 
2. lokasi tempat berjualan di Pasar dan PKL. 

(2) Ternpat pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
adalah pada Dinas atau UPTD PAL. 

BABU 
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRTBUSl 

Pasal 2 
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
di persarnakan. 

(3) Retribusi yang dipungut menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan untuk Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan bagi Niaga. 

(4) Retribusi yang dipungut menggunakan dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
untuk: 
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bagi Rumah Tangga 

yang berlangganan PDAM; 
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bagi Pasar dan PKL; 
c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pembuangan 

langsung ke TPA; dan 
d. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus. 



Pasal 6 
( 1) Bendahara Penerimaan pada Dinas menerima pembayaran yang 

dilakukan Wajib Retribusi selain pembayaran yang dilakukan rnelalui 
perbankan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
Peraturan Walikota ini. 

(2) Apabila pembayaran dilakukan melalui kantor perbankan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, maka 
salinan bukti bayar diserahkan kepada Bendahara Penerimaan pada 
Dinas melalui penyerahan langsung atau surat elektronik (e-maiij atau 
media Jainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran 
dilakukan, 

b. Pasa.r dan PKL dibayarkan pada saat: 
1. diterimanya karcis untuk pembayaran secara tunai; 
2. pernbayaran dengan kartu E-Retribusi untuk pembayaran secara 

non tunai. 
c. Rumah Tangga yang berlangganan air min um pada PDAM dibayarkan 

pada saat pembayaran langganan air minum PDAM; dan 

d. Rumah Tangga yang tidak berlangganan air minum pada PDAM 
dibayarkan pada RT atau RW atau Kelurahan. 

(3) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dikenai sanksi berupa denda sebesar 2o/o per bulan dari 
Retribusi yang terutang atau tidak/kurang bayar. 

(4) Sanksi administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditagih dengan 
menggunakan STRD sebagaimana tercanturn dalam Lampiran IIJ 
Peraturan Walikota ini. 

Pelayanan Retribusi (2) Pembayaran Retribusi untuk 
Persarnpahan/Kebersihan bagi golongan: 
a. Niaga dilakukan paling lambat pada saatjatuh tempo yang tercantum 

dalam SKRD, yaitu hari kerja pada akhir bulan berikutnya; 

Pasal 5 
( l) Pembayaran Retribusi untuk Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus dilaksanakan pada saat Penyedotan dan/atau Pembuangan 
Lirnbah Tinja ke IPLT. 

Pasal4 

(1) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 
ayat (4) huruf a adalah bukti pembayaran air min um PDAM. 

(3) Bentuk dan Isi dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruI b, huruf c dan huruf d berupa 
karcis dan telah diporporasi oleb Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan pendapatan daerah sebagaimana tercanturn dalam 
Lampiran 11 Peraturan Walikota ini. 



BAB V 
PEMBETULAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAU 

DOKUMEN LAJN YANG DJPERSAMAKAN 
Pasal 8 

(1) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/ l<ebersihan dapat mengajukan 
permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dinas menerbitkan pembetulan Sl<RD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat 
kekeliruan atau kesalahan dalam menetapkan tarif Retribusi Pelayanan 
Persampahan / Kebersihan. 

(3) Permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diajukan kepada Kepala Dinas 
dengan cara mengisi Formulir Permohonan yang disediakan Dinas serta 
melampirkan syarat administratif yang terdiri dari: 
a. fotokopi bukti pembayaran Retribusi; dan 
b. fotokopi KTP Pemobon. 

(4) Kepala Dinas berwenang mengabulkan atau menolak permohonan 
sebagaimana diroaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi 
administratif dan lapangan. 

(5) Kepala Dinas menugaskan Petugas untuk melaksanakan verifikasi 
administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Apabila pembayaran melalui PDAM atau kantor perbankan perlu 
dilakukan verifikasi lebih lanjut, maka Kepala Dinas mengirimkan Surat 
Pemberitahuan kepada pimpinan PDAM atau kantor perbankan untuk 
melakukan verifikasi adiministrasi. 

(7) Ji.ka Kepala Dinas menolak permohonan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (3). maka penolakan tersebut harus dilengkapi alasan 
penolakannya. 

(8) Fonnulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum 
dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 
BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRlBUSl 

Pasal 7 
Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( l) 
diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana tercantum dalarn 
Lampiran V Peraturan Walikota ini. 

(3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus 
disetor oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas ke Kas Daerah paling 
lambat 1 {satu) hari kerja setelab Retribusi diterima dengan 
menggunakan Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV Peraturan Walikota ini. 



BAB VII 
TATA CARA PENGHAPUSAN PTUTANG RETRIBUSI 

Pasal 10 
(1) Penghapusan Retribusi dapat dilakukan apabila Retribusi sudah tidak 

mungkin ditagih kareria hak untuk menagih sudah kadaluarsa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. 

(2) Kepala Dinas rnenugaskan Bendahara penerimaan Dinas untuk 
melakukan inventarisasi terhadap Wajib Retribusi yang Penagihan 
Retribusinya akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ). 

(3) Kepala Dinas mengajukan Permohonan Persetujuan Penghapusan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Walikota dengan 
dilengkapi daftar inventarisasi Wajib Retribusi yang Penagihan 
Retribusinya akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayal (2). 

(4) Walikota berwenang menetapkan persetujuan Penghapusan Retribusi 
atas permohonan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya 
Permohonan Persetujuan Penghapusan Retribusi. 

(3) Kepala Dinas berwenang mengabulkan atau menolak permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi 
administratif dan lapangan. 

(4) Kepala Dinas menugaskan Petugas untuk melaksanakan verifikasi 
administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) ApabiJa pembayaran melalui PDAM perlu dilakukan verifikasi lebih 
lanjut, maka Kepala Dinas mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada 
pimpinan POAM untuk melakukan verifikasi administrasi. 

(6) Jika Kepala Dinas menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), maka penolakan tersebut harus dilengkapi alasan 
penolakannya. 

(7) Formulir Permohouan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercanrum 
dalam Lampiran Vll Peraturan Walikota ini. 

BAB VI 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal 9 

(1) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bagi yang 
berlangganan PDAM dapat dibebaskan dari kewajiban membayar 
Retribusi apabila tidak mendapatkan Pelayanan 
Persampaban/ Kebersihan, 

(2) Permohonan pembebasan kewajiban membayar Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dengan cara 
mengisi Formulir Permohonan yang disediakan Dinas serta melampirkan 
syarat adrninistratif yang terdiri dari: 
a. fotokopi bukti pembayaran Retribusi; dan 
b. fotokopi KTP Pemohon. 



BERlTA DAE RAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NO MOR 

Diundangkan di Semarang 
pad a tanggal ~. _ 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

A Ga 
HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal " • ~ ~ 

W ALlKO".>,Q,-~,r. 

Pasal 12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota 
Semarang. 

BAB Vlll 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 11 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota mi, maka Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi 
Pelayanan Persampaban/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus di Kota Semarang (Serita Daerah Kata Semarang Tahun 
2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah deogan Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 2A Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiban dan Retribusi Penyediaan 
dan/atau Penyedotan Kakus di Kota Semarang (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2015 Nomor 2A), dicabut dan tidak berlaku lagi. 
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PEMERINTAII KO'l'A SEMARANO SURAT KETE'l'APAN Rl~RJBUSI NOURUT 

JAl.'.N TAPAK TUGUREJO SEMARANG OAERAH (SKRDI 

TELP. 024-8664742, FAX 024·86647113 

Masa : 

Tahuo: 

Nama 

Alamal 

NPWR 
Tanl!8"1 Jatuh Tempo 

No. Kode Rekening -- --Ura111.n Reu,bus1 Jumlah (RpJ 

1. 
RE'l'RJBUSI PELJIYANAN Rp. 

PERSAMPAHAN/KF:BE:RSIHAN 

Jumlah Ketetepan Retribusi Rp. 

Jumlah : a, Sunga Rp. 

b. Kenrulcan Rp. - Jumlah 
Keselurahan 

Rp. 

~ngan Hurur - 
Perhauan: - 
I. Harap penyetoran dilo.kukan pado Bank/ lkndohara Penenmaan D1t1as l.tngkungan HJdup paling lo.mbal 

pada saat jatuh tempo yn1l~ han kelJa pada aklur bulan berikutnya terhuung seJak SKRD diterbukan 

2. Apabtla pembayaran kurang clan atau terlambat pembayaran setelnh J8tuh tempo, maka dikenakan sanksl 
adrruruslranf sebeaar 2% perbulan. 

Kepala Dmas Lmgkungan Hidup 
Kota Semarang 

I I 
NIP: 

BENTUK DAN ISi Sl<RO 

PELAKSANAAN 
PERSAMPAHAN / 

RETRIBUSf 
PENYEDOTI\N 

PERATURAN W ALIKOTA SEMARANG 
NOMOR t TAHUN "3 
TENTANG PETUNJUK 
RETRIBUSJ PELAYANAN 
KEBERSTHAN DAN 
PENYEDIMN DAN/ATAU 
KAKUS DI KOTA SEMARANG 

LAMPIRAN T 



Rernbuss Pcmbuangan Sampah d, TPA 
Rp .-. ·-··········IM' 

(No. Sen J 

Retnbus1 Pembuangan Sampah dJ TPA 
Rp ..••.•.•..................... /M 

P!>.tERINTIIH KOTA S£1MRA.'i0 
DINAS l,INOKUNOIIN HIDUP 
PERWI\L No.. Tohun :2018 

l. Harue diserahknn wal<tu masuk TPA 
2. Berlal<u unt:uk satu ka.lJ masuk TPA 

--- 

PEMERI\TAH KOTA SE\Vtl!A',G 
DINAS LINGM 'IGA'I HIDUP 
PERWI\L No TAhun :?018 

(No. Sen •...•.•.•........... 1 
I 

untuk Persampahan / Kebersihan C. Karcis Retribusi Pelayanan 
pembuangan langsung ke TPA. 

,1,.0 I I , I a I "~ I :; I , . I II I 'J J.ao111111 ll I '" I I~ I lt1 -!l~- 
l'tll PEMERINTAH KOTA REMARANO ..., 

OINAS PERDAOANOAN ·- ,,.,., Re1nl,us1 KEBERSIIIAN Pasor ""' Berdasarkl\n Perwal 'lo. Tahun 2018 

.... Tanggal Oln 

Mo Rp •••.. Nov 

Jun 17 I 18 I 1'1 I o10 I 21 I 21 I .lei I .H £> I 211 I 17 I 211 I 1'> I 30 I 31 I ,~, I 

8. Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Pasar 

J•o ,lul ~-- --- PEMERINTAfl l(O'rA SEMARANCl 
DINAS PERDAGANOAN 

f,b Act Rc1nbua1 K~:BERSIHA'I PKL 
lkrrlasarkan Perwal No ••• Tahun 2018 

Mm' l:i<p TBl1A$1lll.. ... 

Arw Oln Rp ...•• 

Mr, Nov I , 
3 I • 5 •• 1 ~ •• lO 

II I ll , ·~ 111 i-, 1 I~ 

.Jun 0.,. 17 •• l'I I lO 
21 n LI ,., 7.> K, 

n I ~· i 20 I 00 
1 ~• I 

I 

BENTUK DAN ISi DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN 

A. Karcis Retribusi Pelayanan Persampaban/Kebersihan untuk PKL. 

Pb:LAKSANAAN 
Pl:<;RSAM PAJ IAN/ 

RETRIBUSI 
PF.NYEDOTAN 

PERATURAN WALJKOTA SEMARANG 
NOMOR ' TAI IUN 
T8NTAN0 PETUN,JUK 
RETRlBUSJ PELI\YANAN 
KEBERSII IAN DAN 
PENYEDIMN DAN/ATAU 
KA.KUS DI KOTA SBMARANG 

LAMPffiAN U 



I IENDRAR PRIHADI 

II PEMERINTAII KOTA $1!:MAR/INO I PE"IERINTAH KOTA SEMARA!';Q 
OINAS I.JNOKUNOAN HIOUP 011'1\S LINOl(UNGI\N HIDUP 
PERWAL No Twun 2018 Pl!RW/11.. No, Tahun 2018 

(No. Sen .. ... .............. ) 
(No. Seri ..................... -1 

Retnbua1 Pembuangan dt IPLT 
Retnbue1 Pembuangun di IPLT 

Kapu,taa I M • Rp ......... 
Kapa•1taa 1 M> Rp ........ 

I 

E. Karcis Retribusi Pernbuangan Limbah Tinja ke TPLT 

I PEMERJNTMI KOT/I $1::M!IAANO 

"' 
f'f!MERINT/111 l<OT/1 SEM!IRM,O 

OIIMS UNOKUNOAN HIDUP Dir.AS LJNCj;UNOf\N H!OUP 
PERWAL No .... Tnhun ~Ot 8 PERWALNo Tahun2018 

(No. Sero .................. ) 
(No. Sen ...................... , 

Retribus, Penyeo,aan dan/ar.au Penyedoai.n Kakus dan 
Retr1bu81 Penyedlaan dan/atau Pembue.ngan di IPLT 

Pcnyedotan Kakua dan Pembuangan d, 
IPL'!' 

Rp ......... 
Kapun.as I M• • Rp ......... 

Kapas1tas l M' 

0. Karcis Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 



.. 

HENDRAR PRll lAOl 

PEMERJNTAH KOTA SEMARANO SURAT TAOIHAN RE'l'RIBUSI so URUT 

JALAN TAPAK TUOUREJO SEMARANO OAERAH (STROJ 

TELP. 024-8664742, FAX 024-8664743 

Masa : 
Tahun · 

Nnm11 
Ala met 

NPWR 
Tnnggal Jatuh Tempo 

No. Kode Rekening Unua.n Rctnbus1 Jumlah(Rp) 
- 

I. 
RETRIBUSI PELAYANAN Rp. 

PERSAMPAHAN/KEBERSIIIAN 

Jumlah Tagihan Rctnbus1 Rp. 

Jumlah · Denda Rp. 

Jumlah 

I Keselurahan Rp. 

Dengan Huruf 

l'erha1ian: -- 
l. Hamp pc:nyetoran dilakukan peda Bank/ Bendaharu Penerirnaan Dinaa L1ngkungan H,dup paling lamb81 

pudo hari kcrj8 pada akhir bulan ,n, sebagaimane, tcrcantum dalam STRO 
2. Atao ke1erlo.mbatan pcmbayoran, maka dikenakan •anka1 acirrunatraur aebesar 2% perbulan yang d1h1tung 

dari retnbual tcrut.ang beserta sanu, admuualnluf Ytlni belum d1bayarkan 
Kcpala D1na8 L,ngkungan lhdup 
Kota $,.ma.rang 

I I 
NIP; 

BENTUK DAN ISi STRO 

PELAKSANMN 
Pli:RSAMPAllAN/ 

RETRrBUSI 
PENYEDOTAN 

PERATURAN W ALIKOTA SEMARANG 
NOMOR TAHUN 
TENTANG PETUNJUK 
RETRlBUSl PELAYANAN 
KEBERSH·IAN DAN 
PENYEDIMN DAN/ ATAU 
KAKUS DI KOTA SEMARANG 

LAMPfRAN m 



HENDRAR PRTHADI 

................ .. ) (. -'--'-----' 

Noma : Dibukukan dalam buku kas 
( •• - - ) Alamat · - -.. No. ·--· .. ,- - - . 

Sern .... ang. tgl. 

K,pab Dinas/ Bagian Uang tersebut d1ictas d11cn111a 
Tonda Tangan Penyetor · 

Semarang 1gl. 

............... . • 

Pengembahan I Penerimaan ( Pasal I Ayal ) : Anggaran tahun .. .. .J . 

Harap Mcnerima uang sebesar Rp 
( dengan huruf ) .. . .. 
Yaitu - .. 

Kcpada Pernegang Kas Oacrah Pemermtah Kola Semarang . Bank Pembangunan Daerah Jawa Iengah 

SURAT TANDA SETORAN 
. . . k UANG KE 8.P.D Setoran sepern m1 yang c - .. 

Model Bend. 17 

RlfTIN 
Lernbar Kc . 
Setoran scperu ini yang 
terakhir tclah dilakukar 
pada Lan~ol _ . dalam tahun No, .. 

PEMERINTAB KOTA SEMARANG 

SURAT TAN DA SETORAN RETRIBUSI 

PELAKSANAAN 
PERSAMPAHAN/ 

l{ETRIBUSI 
PENYEDOTAN 

PERATURAN WI\LlKOTA SEMARANG 
NOMOR TAHUN 
TENT ANO PETUNJUK 
RETRIBUSI PELAYANAN 
KEBERSI I IAN DAN 
PENYEDIMN DAN/ATAU 
KA.KUS DI KOTA SEMARANG 

LAMPlRAN rv 



•) Jabatan dan Tanda tangan Bendahara khuaus Penerfma 

Alamat: •••• - •········ 

Nama: . 
x) .... ·······-····························· ·······•••«••·································· 

.................................... 
Ayat Penerimaan ; 

Penyetor 

Uang tersebut diatas diterima 

................. tgl. 20 . 
··················- 20 . 

: ••••••• , •• u .. ,, . 

: - . 
Sebagal Pembayaran: ············~·· 

.................................................................................................... dart Nama 

Alamat 

Bendaharan Khuaus Penerima : Dlnas I Baglan "" " ... 

telah menerlma uang sebesar Rp. 

No. : Lembar : Ull/lll/lVN 

TANDA BUKTI PENERIMAAN 

Model : Bend.26 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRlBUSJ 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

I...AMPIRAN V 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NO MOR TI\HUN 
TENTI\I\G PETUNJUK PELAKSANAAN 
RBTRIBUSI PELJ\YANAN PERSAMPAHAN/ 
KEBEl~Sll lAN DAN RETRIBUSJ 
PENYEDIAA.i'II DAN/ATAU PENThDOTAN 
KA.KUS DI KOTA SEMARANG 



HENDRAR PRlHADl 

l 
Lembar Disposisi Kepala Dines Lingkungan Hidup Kota Semarang 

Mengctahu, dan bertanggung jawab 
atas kcbcnaran data tersebui 

Kcpala Kelurahan, 

Wajib Reiribusi, Mengetahui, 
Kerua RT 

Mcngetahui, 
Ketua RW 

Dengan ini mengajukan permobonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipcrsamalcan, 
dengan alasan: 

: Rumah Tangga/Niaga/lnstansi/Sos,al 
M 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama Wajib Retribusi 
Alamat, Telepon 
No.SKRD/Pelanggan PDAM 
Jenis Persil 
LebarJalan 
Volume Sampah 

SEMARANG 

Kcpada 
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Flidup 

Kota Semarang 

Di- 
: Permohonan Pembetulan Surat 

Ketetapan Relribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan 

Nomor 
Lampiran 
Pcri.hal 

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG 
DlPERSAMAKAN RETRIBUSl PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSfH.AN 

Semarang, 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN WALIKOTA SP.MARANO 
NOMOR TAJ IUN 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
RETRIBUSJ PELAYANAN PERSAMPAHAN/ 
KEBERSIHAN DAN RETRIBUSf 
PENYEDIAAN DAN/ ATAU PENYEDOTAN 
KAKUS DI KOTA SEMARANG 



I !~NORAH PRJHADI 

Lembar Disposisa Kcpala Dinas Lingkungan Hidup Kata Semarang 
.r 

Mcngetnhui dan bertanggung jawab 
ams kebi-naran data tersebut 

Kepala Kelurahan, 

WaJib Rernbusi, Mengetahui, 
Kerua RT 

McngC'tabui, 
Kerua RW 

Dengan ini mcngajukan permohonan pembebasan Retribusl Pelavanan Persampahan/KeberS1ban. 

: Rumah Tangga/Niaga/lastansi/Sosial 
M 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama Wajib Rctn'busl 
Alamat, Telepon 
No.SKRD/Pclanggan PDAM 
.Jenis Persil 
Lebar Jalan 
Volume Sampah 

SEMARAJIIG 

Semarang, 
l<cpada 

YLh. l<epala Dinas Ltngkungan I lidup 
Kota Semarang 
Di· 

: Pcnnohonon Pembebasan 
Rembusi Pelaynnw, 
Persampahan/ Kebersihan 

Nomor 
Lampiran 
Perth al 

PELA YANAN RETRIBUSI PEMHEBASAN FORMULlR PERMOHONAN 
PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN 

PELAKSAN.IV\N 
PERSAMPAHAN/ 

RETRIBUSJ 
PENYEDOTAN 

PERATURAN WALlKOTA SEMARANG 
.NOMOR TAHUN 
TENT ANG PETUNJUK 
RE'I'RIBUSI PELAYANAN 
KEBERSIHAN DAN 
PENYEDIAAN DAN/ATAU 
KAKUS DI KOTA SEMARANG 

LAMP1RAN Vil 


